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KUHP DAN KUHAP

Kriminalisasi
Mengintai Warga

JAKARTA, KOMPAS — Ancaman kriminalisasi serta pembung-
kaman terhadap kebebasan berekspresi mengintai warga
negara menyusul pemberlakuan Kitab Undang-undang Hu-
kum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana atau KUHAP baru pada Jumat (2/1/2026).
Potensi ancaman itu semakin besar karena kewenangan aparat
penegak hukum, khususnya kepolisian, juga diperluas tanpa
disertai pengawasan yudisial yang memadai.

"KUHP baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga
negara dalam konteks mengkritik pejabat, seperti presiden
ataupun instansi negara,” kata Direktur Eksekutif Amnesty
International Indonesia Usman Hamid saat membacakan
pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan
KUHAP secara daring, Kamis (1/1).

Koalisi masyarakat sipil memang menilai sejumlah pasal
dalam KUHP" masih bermasalah, bahkan bisa mengancam
kebebasan berekspresi warga negara karena bisa dikrimi-
nalisasi. Salah satunya Pasal 256 KUHP. Pasal itu menye-
butkan, "Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih
dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk
rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang
mengakibatkan terganggunya kepentingan umum., menim-
bulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling
banyak kategori I1.” Denda kategori IT besarnya maksimal Rp
10 juta.

”Justru di KUHP jelas semua orang bisa dikenai pidana.
Dan, orang-orang yvang mengekspresikan pendapatnya bisa
dikenai pidana,” kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hu-
kum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur dalam pernyataan
sikap bersama.

Ancaman kriminalisasi, lanjut Isnur, semakin besar karena
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ppenegakan hukum di Indonesia
masilhy bertmasalalh. Flal ini se-—
tidaknya terlihat dari timgginya
anglka kekerasan., penyiksaan,
hingga kematian dalamm tahanan
oleh aparat.

i sisi lain, KUFILAP barua jus-—
tru mengatur perluasan kewe-—
mangan kepolisian tanpa pengs-
awasan ketat. Pasal & Axat (2D
mengatur, penyidilk Polri anne-
rupalkan penyidilk utarnmns Warg
diberi kewoenangan untulk ime-—
lakulkan penyidilcan terhadap
sermiua tindak pidana.

Polisi kKini bisa melakukan
penahanan. menggseledah., me-—
nyita, hingsa memblokir reke-—
mnming dan akun media sosial tanmn-—
pPa harus izin pengadilan de-
ILEErL tafsir subywoelotif, »alkori
alasan keadaan mendesalk.
Aturan turunan

Pengesahan WIUITHAT baru ju-—
Za mengharaskan pemerintah
untulk Mmermbuat tiga aturan tu-—
Trurnan. Wwalkil MhWienteri Flukurmm
Fdward OS Hiariej. beberapa
~wrakotua lalu, mengungkapkan,
ada 25 ketentuan dalarm
HKUITEFL AP HATNE mermbutuhkan
pengaturan lebih lanjut. Karera
itwu. pemerintah akanmn rmenyuasun
satu peraturan presiden (pper-
pres) damn duaa peraturann pe-—
merimntaby (@ S8 = Poerpres akan
mengatur sistermnmn peradilan pi-
dana berbasis teknologi infor-
masi. sedangkan PP salah sa-
tuanya tentang mekanismme res-
FOrcafive Jiistrce.

Narmmun, menurut koalisi rma-—
syrarakat sipil. aturan tuurunan
itu belumm juga diterbitkan. Ke-
tiadaan aturan tururnnan itwa di-
lKhawvwatirkan alan Tmenitmbual-
kan kebingungan dalam praktilk
penegakan hukurm.

“Jadi. aparat penegalk hakum
bisa menafsirkan berbeda-boeda.
FPelaksanaannya bisa sulka-sulka
polisi, suka-sulca ja sz, sulca-—su1—
ko Thaldirmne. MLaalsza., masyaralkat
Jadi korlban.™ katay Ismur.

Darurat hukum

M elilaat potensi kelkacauan
akibat penerapan K UHFP dan
KLUITHLAP baru itu., Koalisi la-—
syarakat Sipil untuk Pembarua-
aT KU mendeklarasikan
Indonesia IDarurat Flulkwar.
IDeklarasi itu juga diikuti oleh
mantan Jaksa SAagung hWMiarzulki
IDarusiman. Guru Besar SAaamatro-—
pologi HHukurm UUniversitas Ina-—
donesia Sulistyoswwati Irianto,

hingesa sejarawwaai, ITta Fatia INa-—
di=o.

Mlarzulki IDarusiman menilai
bahwa KUTIAP danmn KUTTEP bhbarua
merefleksilkan bangkitnya e —
=it otoritarian. Benteng ter-—
akhir »ang seharusny=a melin-
dungi warga mnegara terhadap
tindakan-tindakan melawvwan se—
cara hulkurm., kimi telabh ruantulby
dengan diberlakukannya TaTy—
dang-undang tersebut.

TIDan karena itu kita mmualai
besok CJummat hari ini) merns—
hadapi satu kondisi daruwurat
bahlkan mungkin kita mmerrma-
suki satu fase Mmalapetalka. Su-
dah tidak ada lagi pertahanan
masyarakat secara hukurrmn -
tulk mencegah kesewenanng-—we —
nangan.,”™” tutur MZWMar=uki.

ILebilnh lanjut. koalisi maasyoa-—
ralkat sipil moendesalk Presidoen
scgera menerbitkan peraturan
pemerintah pensgosanti undangs—
wvundangs (perppu) wvuntulc e —
nund:a pemberlakuan KLITHLATP
ITRALIPLITL KLTH Koalisi  juga
meminta partisipasi publils di-
buka secara transparan.

Marzuki menambahlkan., jika

Pemerintah tidak segera 1me-
ngeluarkan PerppL Tmenuinda
remberlakuan KLITEFL P dam

KLITHE. jalan lain y»ang akan di-
tempuh adalah wuji materi ke
Mniahkaimalh Konstitusi.

Scimentara it HKojaksaoa
AAouiTe menyiaplkan PPedoran
telknis sebagai acuan bagi jaksa
dalarm meneraplkan KUUITEP dan
KUTILAFP bbarua. Langkah tersebut
ditermpul wumtulks mermastilkan
Prenerapan hulkum pidana danm
tatanan beracara baru berjalan
seragam dan selaras di selurubh
satuan kerja kejaksaan.

T ammi sudah mermpuniyai pe-—
doman-pedornman yang dikeluwu-
arkan oleh Jaksa Agung hWiuda
Tindalc Fidana TIrrawarx CIoaary—
Pridumnm? untuk discbhbarkan ke-
Padda Para Jalssa ATELTLEE e —
nangani poerkara pidanas uarraorm
terkait pengesunann hulkurm aca—
ra.” ucap Kepala Pusat Pene-—
rangan dan FHukurm Kejagurngs
AarnangEg Supriatma dalam Korn-
ferensi Pers Capraian Kinerja
Kejaksaan Thabun 2025 di Ja-—
lkarta. Rabu (31.-712).

Selain pPenguatan intermnal,
lkata AATIATVE, HKejagsuris RREF=r=1
memmperkuat koordimnasi de—
ngan penegak hukum lain. Upa-
»a tersebut dilakulkan mmelalui
Penandatanganan nota kesepa-—
harmman penyalmnaan persepsi arn-—
tara kejaksaan., kepolisian., dan
poenyidilk Iainnya. (OY LLISYAD
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